WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 421:1 /%9 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERT GUNUNGPATI SEMARANG
YANG BERALAMAT DI JALAN JAGALAN BARU RT 08 RW 01 KELURAHAN
GUNUNGPATI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan mutu
pendidikan dasar dan ketersediaan satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) serta berdasarkan hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kecamatan Gunungpati tahun 2020, Kecamatan
Gunungpati masih membutuhkan Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) khususnya Taman Kanak-Kanak
Negeri baru;

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
maka pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD yang diselenggarakan  oleh pemerintah
kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas
usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Walikota Semarang tentang Izin Pendirian
Taman Kanak-Kanak Negeri Gunungpati Semarang yang
beralamat di Jalan Jagalan Baru RT 08 RW 0l
Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati kota

Semarang;

Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan Daerah [stimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



Undang‘Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Und&“&-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Regubhk
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar.lg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem‘baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan dj Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat [l Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran



10.

Qi

12.

13.

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
5105 an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Pe )‘Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

merintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tenmng Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 140);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1279 );

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1668);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentabng Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);






